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MAHKAMAH KONSTITUSI 
REPUBLIK INDONESIA 

 

IKHTISAR PUTUSAN 

PERKARA NOMOR 82/PUU-XII/2014 

Tentang 

Keterwakilan Perempuan Dalam Kedudukan dan Pemilihan Ketua DPR  

dan Ketua Alat Kelengkapan Dewan Lainnya 

 
 

Pemohon : 1. Khofifah Indar Parawansa 
  2. Rieke Diah Pitaloka 
  3. Prof. Dr. Aida Vitayala Sjafri Hubeis 
  4. Yuda Kusumaningsih 
  5. Lia Wulandari 
  6. Yayasan Gerakan Pemberdayaan Swara Perempuan 
  7. Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) 
  8. Perkumpulan Mitra Gender 
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(UU17/2014) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). 

Pokok Perkara : Pasal 97 ayat (2), Pasal 104 ayat (2), Pasal 109 ayat (2), Pasal 115 
ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 152 ayat (2), dan Pasal 158 ayat 
(2) UUU 17/2014 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 
28H ayat (2), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. 

Amar Putusan : Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian. 
Tanggal Putusan : Senin, 29 September 2014. 
Ikhtisar Putusan : 

 Para Pemohon yang terdiri atas Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, 
dan Pemohon V adalah selaku perseorangan warga negara Indonesia yang dalam 
kesehariannya berjuang untuk kepentingan peningkatan keterwakilan perempuan serta 
Pemohon VI, Pemohon VII, dan Pemohon VIII adalah selaku badan hukum privat 
menganggap Pasal 97 ayat (2), Pasal 104 ayat (2), Pasal 109 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 
121 ayat (2), Pasal 152 ayat (2), dan Pasal 158 ayat (2) UU 17/2014 merugikan hak 
konstitusional para Pemohon yang ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), 
dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang pada pokoknya mendalilkan penghapusan seluruh 
klausula keterwakilan perempuan dalam UU 17/2014 bertentangan dengan UUD 1945, yakni 
hilangnya hak anggota DPR perempuan untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan 
khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama [vide Pasal 28H ayat (2)] 
guna mencapai perlakuan yang sama di hadapan hukum [vide Pasal 28D ayat (1)]. 
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Menurut para Pemohon bahwa dihilangkannya klausula keterwakilan perempuan 
dalam Pasal 97 ayat (2), Pasal 104 ayat (2), Pasal 109 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 
121 ayat (2), Pasal 152 ayat (2), dan Pasal 158 ayat (2) UU 17/2014, secara tegas telah 
bertentangan dengan berbagai sumber hukum internasional yang telah menjadi dasar 
perkembangan upaya kesetaraan gender di Indonesia serta bertentangan dengan Pasal 28D 
ayat (1) UUD 1945, khususnya tentang hak atas kepastian hukum yang adil. Dengan 
demikian, dihilangkannya klausula keterwakilan perempuan telah meniadakan kepastian atas 
perlindungan terhadap perlindungan perempuan. Bahwa dihilangkannya klausula 
keterwakilan perempuan dalam UU 17/2014, tidak didasarkan pada evaluasi atas kondisi 
yang menunjukkan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki sehingga kebijakan afirmatif 
sementara ini bisa dihilangkan. Bahkan kondisi yang menunjukkan ketimpangan antara 
perempuan dan laki-laki dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya masih terus 
terjadi. 

Dalam petitumnya, para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi dapat 
mengabulkan hal-hal sebagai berikut, Dalam Provisi: Menerima permohonan provisi, 
Memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mempercepat proses persidangan sebelum 
proses pelantikan pada 1 Oktober 2014, karena terkait dengan pengisian jabatan pimpinan 
DPR. Dalam Pokok Perkara: Mengabulkan permohonan yang dimohonkan para Pemohon 
untuk seluruhnya; Menyatakan bahwa ketentuan Pasal 97 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 
2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak bertentangan dengan UUD 
1945 sepanjang dimaknai bahwa: Pimpinan komisi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 
paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota komisi dalam satu 
paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah 
untuk mufakat dengan kewajiban memenuhi keterwakilan perempuan menurut perimbangan 
jumlah anggota tiap-tiap fraksi; Menyatakan bahwa ketentuan Pasal 104 ayat (2) UU Nomor 
17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak bertentangan 
dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai bahwa: Pimpinan Badan Legislasi terdiri atas 1 
(satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh 
anggota Badan Legislasi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi 
sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan kewajiban memenuhi 
keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi; Menyatakan 
bahwa ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang 
dimaknai bahwa: Pimpinan Badan Anggaran terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling 
banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Anggaran dalam 
satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah 
untuk mufakat dengan kewajiban memenuhi keterwakilan perempuan menurut perimbangan 
jumlah anggota tiap-tiap fraksi; Menyatakan bahwa ketentuan Pasal 115 ayat (2) UU Nomor 
17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak bertentangan 
dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai bahwa: Pimpinan BKSAP terdiri atas 1 (satu) orang 
ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BKSAP 
dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip 
musyawarah untuk mufakat dengan kewajiban memenuhi keterwakilan perempuan menurut 
perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi; Menyatakan bahwa ketentuan Pasal 121 ayat 
(2) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak 
bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai bahwa: Pimpinan Mahkamah 
Kehormatan Dewan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 2 (dua) orang wakil 
ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Mahkamah Kehormatan Dewan dalam satu paket 
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yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk 
mufakat dengan kewajiban memenuhi keterwakilan perempuan menurut perimbangan 
jumlah anggota tiap-tiap fraksi; Menyatakan bahwa ketentuan Pasal 152 ayat (2) UU Nomor 
17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak bertentangan 
dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai bahwa: Pimpinan BURT terdiri atas 1 (satu) orang 
ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BURT 
dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip 
musyawarah untuk mufakat dengan kewajiban memenuhi keterwakilan perempuan menurut 
perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi; Menyatakan bahwa ketentuan Pasal 158 ayat 
(2) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak 
bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai bahwa: Pimpinan panitia khusus terdiri 
atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan 
oleh anggota panitia khusus berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan 
kewajiban memenuhi jumlah panitia khusus yang ada serta keterwakilan perempuan 
menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. 
 Terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah berpendapat sesuai 
dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) UU MK, 
Mahkamah mempunyai kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang 
putusannya bersifat final guna menguji konstitusionalitas Pasal 97 ayat (2), Pasal 104 ayat (2), 
Pasal 109 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 152 ayat (2), dan Pasal 158 ayat 
(2) UU 17/2014 terhadap UUD 1945. 

 Mengenai legal standing para Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa para 
Pemohon memiliki kepentingan atas Undang-Undang a quo, karena di samping anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat terpilih yang berkepentingan langsung atas pimpinan Dewan 
Perwakilan Rakyat juga merupakan para aktivis perempuan yang selama ini dikenal memiliki 
kepedulian mengenai urusan perempuan dalam politik. Dengan demikian para Pemohon 
memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo. 

 Terhadap pengujian konsttitusionalitas Pasal 97 ayat (2), Pasal 104 ayat (2), Pasal 109 
ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 152 ayat (2), dan Pasal 158 ayat (2) UU 
17/2014 sebagaimana didalilkan Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:  

1. Bahwa pengarusutamaan gender dalam bidang politik telah menjadi agenda politik 
hukum negara Republik Indonesia yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 28H 
ayat (2) UUD 1945. Dengan dasar politik hukum itulah, pengarusutamaan gender telah 
diatur dengan tegas dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menentukan 
adanya keterwakilan perempuan [vide Pasal 95 ayat (2), Pasal 101 ayat (2), Pasal 106 
ayat (2), Pasal 112 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), Pasal 125 ayat (2), Pasal 132 ayat (2), 
Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 
2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang 
Partai Politik, dan Pasal 8 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 
tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah]. 

2. Bahwa berdasarkan putusan-putusan Mahkamah sebelumnya dan berbagai ketentuan 
Undang-Undang sebagaimana telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa kebijakan 
politik affirmative action terhadap perempuan telah menjadi kebijakan politik hukum 
negara yang sejatinya merupakan upaya dalam rangka memberi kesempatan yang 
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setara kepada kelompok masyarakat tertentu. Affirmative action tidak selalu diidentikkan 
dengan perempuan dan kesetaraan gender. Kebijakan ini dapat diterapkan kepada para 
penyandang cacat, masyarakat hukum adat maupun kelompok minoritas lainnya. Para 
pembentuk kebijakan dalam setiap tingkatan harus mengeluarkan aturan yang memberi 
kesempatan kepada kelompok masyarakat yang terpinggirkan secara sosial agar bisa 
berada pada tingkat yang setara. Semangat ini merupakan cerminan dari ketentuan 
Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang menentukan bahwa “Setiap orang berhak mendapat 
kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang 
sama guna mencapai persamaan dan keadilan.” 

3. Bahwa keterwakilan perempuan dalam menduduki posisi pimpinan alat kelengkapan 
Dewan Perwakilan Rakyat merupakan bentuk perlakukan khusus terhadap perempuan 
yang dijamin oleh konstitusi yang harus diwujudkan secara konkret dalam kebijakan 
hukum yang diambil oleh pembentuk Undang-Undang. Penegasan atas perlakuan 
khusus ini tidak bisa hanya menjadi gagasan hukum semata. Dalam konteks negara 
hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasarkan hukum gagasan ini 
harus menjadi kebijakan hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan 
sebagai hukum positif untuk memberikan jaminan kepastian hukum sebagaimana yang 
telah diatur dalam UUD 1945. 

4. Bahwa penghapusan politik hukum pengarusutamaan gender dalam UU 17/2014 telah 
menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil bagi kaum perempuan karena perubahan 
ketentuan yang demikian dapat membuyarkan seluruh kebijakan affirmatif yang telah 
dilakukan pada kelembagaan politik lainnya. Apalagi dalam Undang-Undang Nomor 27 
Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, politik afirmatif 
perempuan telah diakomodasi sebagai norma hukum, sedangkan dalam UU 17/2014 hal 
itu dihapus, sehingga menurut Mahkamah kebijakan yang demikian adalah kebijakan 
yang melanggar prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan Pasal 28D 
ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, permohonan para Pemohon beralasan menurut 
hukum. 

5. Bahwa merujuk pada Putusan Nomor 20/PUU-XI/2013, bertanggal 12 Maret 2014, 
Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa frasa “memperhatikan” telah diubah 
menjadi “mengutamakan” dengan alasan bahwa frasa “mengutamakan” memiliki makna 
yang lebih kuat daripada frasa “memperhatikan”, sehingga lebih sungguh-sungguh 
memperhatikan keterwakilan perempuan. Adapun permohonan para Pemohon yang 
menggunakan frasa “kewajiban memenuhi keterwakilan perempuan” menurut 
Mahkamah hal itu dapat menyulitkan pemenuhannya dalam praktik sehingga 
permohonan tersebut tidak beralasan hukum.  

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dalil para Pemohon beralasan menurut 
hukum untuk sebagian, dengan demikian Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya 
sebagai berikut: 

Dalam Eksepsi: 

Menolak eksepsi Pihak Terkait, Fahri Hamzah, Muhammad Nasir Djamil, S. Ag., Dr. H. 
Sa’duddin, M.M., dan Hadi Mulyadi. 

Dalam Pokok Permohonan: 

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 

2. Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 
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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
sepanjang tidak dimaknai, Pimpinan komisi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling 
banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota komisi dalam satu 
paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah 
untuk mufakat dengan mengutamakan keterwakilan perempuan menurut 
perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi; 

3. Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, Pimpinan komisi 
terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih 
dari dan oleh anggota komisi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan 
fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan mengutamakan 
keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi; 

4. Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
sepanjang tidak dimaknai, Pimpinan Badan Legislasi terdiri atas 1 (satu) orang ketua 
dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan 
Legislasi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan 
prinsip musyawarah untuk mufakat dengan mengutamakan keterwakilan perempuan 
menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi; 

5. Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, Pimpinan Badan 
Legislasi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua 
yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi dalam satu paket yang bersifat tetap 
berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan 
mengutamakan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota 
tiap-tiap fraksi; 

6. Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
sepanjang tidak dimaknai, Pimpinan Badan Anggaran terdiri atas 1 (satu) orang ketua 
dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan 
Anggaran dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan 
prinsip musyawarah untuk mufakat dengan mengutamakan keterwakilan perempuan 
menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi; 

7. Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) tidak 
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mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, Pimpinan Badan 
Anggaran terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua 
yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Anggaran dalam satu paket yang bersifat tetap 
berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan 
mengutamakan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota 
tiap-tiap fraksi; 

8. Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
sepanjang tidak dimaknai, Pimpinan BKSAP terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling 
banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BKSAP dalam satu 
paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah 
untuk mufakat dengan mengutamakan keterwakilan perempuan menurut 
perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi; 

9. Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, Pimpinan BKSAP 
terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih 
dari dan oleh anggota BKSAP dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan 
fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan mengutamakan 
keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi; 

10. Pasal 121 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
sepanjang tidak dimaknai, Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan terdiri atas 1 (satu) 
orang ketua dan paling banyak 2 (dua) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh 
anggota Mahkamah Kehormatan Dewan dalam satu paket yang bersifat tetap 
berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan 
mengutamakan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota 
tiap-tiap fraksi; 

11. Pasal 121 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, Pimpinan Mahkamah 
Kehormatan Dewan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 2 (dua) orang 
wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Mahkamah Kehormatan Dewan dalam 
satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip 
musyawarah untuk mufakat dengan mengutamakan keterwakilan perempuan 
menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi; 

12. Pasal 152 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
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sepanjang tidak dimaknai, Pimpinan BURT terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling 
banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BURT dalam satu 
paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah 
untuk mufakat dengan mengutamakan keterwakilan perempuan menurut 
perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi; 

13. Pasal 152 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, Pimpinan BURT terdiri 
atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari 
dan oleh anggota BURT dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi 
sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan mengutamakan 
keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi; 

14. Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
sepanjang tidak dimaknai, Pimpinan panitia khusus terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 
paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota panitia 
khusus berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan mengutamakan 
keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi; 

15. Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, Pimpinan panitia 
khusus terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua 
yang dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus berdasarkan prinsip musyawarah 
untuk mufakat dengan mengutamakan keterwakilan perempuan menurut 
perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi; 

16. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia; 

17. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. 

 


